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BUPATI LAMPUNG TENGAH 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  

NOMOR 30 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023  

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN   

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap sistem kerja 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah, peninjauan kembali Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah;  

  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 

Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Daerah  Kabupaten Lampung Tengah; 

Mengingat  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 6856); 

  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

  
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 141 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6897);  

  
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956) 

  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

  
09. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6718); 

  
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja 

dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 50); 

  
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Evaluasi Jabatan; 

  
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

  
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan 

Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 

  
17. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); 

  
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

  
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

Nomor 6 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah Nomor 57). 

  
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG TATA 

CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

  Pasal I 

  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 

2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah Tahun 2023 Nomor 18), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 40) diubah 

sebagai berikut: 

 

  
Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga seluruhnya berbunyi 

sebagai berikut: 

  
Pasal 29 

 
 (1) Plt. atau Plh. atau Penjabat diberikan TPP tambahan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang 
merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat, menerima 
TPP PNS ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP 
dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada 
Jabatan yang dirangkapnya; 

b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau 
penjabat jabatan lain, menerima TPP PNS yang lebih tinggi, 
ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih 
rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang 
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dirangkapnya; 

c. Pejabat/pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang 
merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat hanya 
menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS yang tertinggi; 
dan 

d. TPP tambahan bagi Pegawai PNS yang merangkap sebagai  
Plt.  atau  Plh  atau  penjabat  dibayarkan terhitung mulai 
tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau penjabat. 

(2) Dalam hal setelah terbitnya Peraturan Bupati ini, terdapat 
perubahan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi 
Perangkat Daerah maka Perangkat Daerah dimaksud tetap 
diberikan TPP PNS dan disesuaikan dengan kelas jabatan 
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya kelas jabatan pada 
nama jabatan baru. 

(3) Dalam hal adanya perubahan dan /atau penyesuaian nama 
jabatan pelaksana maka pemberian TPP disesuaikan dengan 
kelas jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

(4) Apabila ada pergantian dan /atau mutasi PNS, maka 
pembayaran TPP dibayarkan terhitung mulai tanggal 
pelantikan bagi pejabat yang dilantik dan mulai tanggal 
keputusan mutasi bagi PNS yang tidak dilantik sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Apabila nama jabatan belum ditetapkan kelas jabatan dan/ 
atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta jabatan, TPP 
PNS diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP 
PNS setingkat dibawah kelas jabatan yang seharusnya sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal II 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten  Lampung Tengah. 

 

Ditetapkan di Gunung Sugih 
pada tanggal 13 September  2024 

        BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

 

ttd 

MUSA AHMAD   

    

   Diundangkan di Gunung Sugih 
   pada tanggal 13 September 2024 

         Pj. SEKRETARIS DAERAH  

   KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, 

 

                        ttd 
` 

                KUSUMA RIYADI 

 

    BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR  30 
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